BAB II
TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS
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[bookmark: _Toc135509294] Penelitian Sebelumnya
Penelitian sebelumnya merupakan acuan penulis untuk mencari perbandingan dan selanjutnya untuk menemukan inspirasi baru untuk penelitian lebih lanjut, disamping itu penelitian sebelumnya membantu penulis dalam menentukan judul skripsi.
Pertama, penulis mengambil penelitian sebelumnya dari Skripsi Rachmat Dwi Aprilianto tahun 2022 dengan judul skripsi Pengaruh Pengawasan Kepala Desa terhadap Kedisiplinan Pegawai di Kantor Kepala Desa Sleman Lor Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu. Persamaan penelitian menggunakan variabel yang sama yaitu pengawasan dan kedisiplinan pegawai, dan teori yang sama yaitu teori disiplin kerja dari Veitzal Rivai (2009), dengan metode yang sama yaitu metode kuantitatif.  Perbedaan yang terlihat dari penelitian ini adalah dari teori pengawasan yang menggunakan teori dari Didin (2006), dan lokasi penelitian yang dilakukan di Kantor Kepala Desa Sleman Lor Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu, serta output dari penelitian ini yaitu sebagian sebagian besar sudah dapat dikategorikan baik, terbukti dari rata-rata pelaksanaannya mencapai 92% sudah dilaksanakan dan 8% masih kurang.
Kedua, penulis mengambil penelitian sebelumnya dari jurnal Novitasari tahun 2020  dengan judul Analisis Pengaruh Pengawasan Pimpinan terhadap Disiplin Kerja di STIKES Bhakti Husada Bengkulu. Persamaan penelitian ini yaitu dari variabel X pengawasan dan variabel Y disiplin kerja. Perbedaan yang terlihat dari penelitian ini yaitu menggunakan metode R&D atau kombinasi, dan lokasi penelitian di STIKES Bhakti Husada Bengkulu, dan output dari penelitian ini adalah pengawasan pimpinan berpengaruh positif dan signifikan terhadap disiplin dosen dengan nilai alpha 0,000. Hal ini dikarenakan pengawasan pimpinan terhadap kesiapan dosen atau staff sudah terlaksana dengan baik. Keberhasilan pendidikan ditentukan oleh disiplin kerja, sehingga pengawasan perlu ditingkatkan sebagai upaya peningkatan disipli kerja.
Ketiga, penulis mengambil penelitian sebelumnya dari Skripsi Novita Ayu Ningsih tahun 2019 dengan judul Pengaruh Pengawasan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja terhadap Kinerja Pegawai pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Cirebon. Persamaan dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu sama-sama menggunakan variabel X pengawasan dan metode penelitian kuantitatif. Perbedaan dari penelitian ini adalah dari variabel Y yang menggunakan kinerja pegawai serta teori pengawasan yang digunakan dari George Terry (dalam Bahrudin, 2014) dan lokasi penelitian di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Cirebon.
Keempat, penulis mengambil penelitian sebelumnya dari Skripsi Anita Tri Larasati, tahun 2018 dengan judul  Pengawasan Camat dalam Meningkatkan Disiplin Kerja Pegawai di Kantor Kecamatan Klangenan Kabupaten Cirebon. Persamaan dari penelitian ini yaitu menggunakan variabel X pengawasan, variabel Y disiplin kerja pegawai dan menggunakan teori disiplin kerja dari Veitzal Rivai (2005) dan teori pengawasan dari Sondang P Siagian (2017). Perbedaan dari penelitian ini yaitu menggunakan metode kualitatif dan lokasi penelitian di Kantor Kecamatan Klangenan Kabupaten Cirebon. 
Kelima, penulis mengambil penelitian sebelumnya dari Skripsi Fifi Faiziah tahun 2020 dengan judul  Pengawasan Kepala Sekolah dalam Meningkatkan Disiplin Kerja PNS (Pegawai Negeri Sipil) melalui Penerapan Sistem Absensi Digital (K-MOB) di SMK Negeri 2 Kuningan. Persamaan dari penelitian ini adalah dari variabel X dan Y menggunakan pengawasan dan disiplin kerja. Perbedaan dari penelitian ini yaitu menggunakan metode kualitatif, teori yang digunakan untuk pengawasan dari Soelistriyo (2003) dan teori yang digunakan dalam disiplin kerja dari Hasibuan (2007).  
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Penelitian Sebelumnya
	No.
	Judul Penelitian
	Persamaan Penelitian
	Perbedaan Penelitian

	1. 
	Pengaruh Pengawasan Kepala Desa terhadap Kedisiplinan Pegawai di Kantor Kepala Desa Sleman Lor Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu. Rachmat Dwi Aprilianto, 2022
	· Variabel yang digunakan, yaitu Pengawasan dan Kedisiplinan pegawai
· Teori Disiplin kerja yang digunakan dari Veitzal Rivai (2009)
· Metode penelitian Kuantitatif
	· Teori yang digunakan dari Didin (2016)
· Lokasi penelitian di Kantor Kepala Desa Sleman Lor Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu
· Outputnya, sebagian besar sudah dapat dikategorikan baik, terbukti dari rata-rata pelaksanaannya mencapai 92% sudah dilaksanakan dan 8% masih kurang.

	2. 
	Analisis Pengaruh Pengawasan Pimpinan terhadap Disiplin Kerja di STIKES Bhakti Husada Bengkulu. Deltari Novitasari, 2020 
	· Variabel X, yaitu Pengawasan pimpinan
· Variabel Y, yaitu Disiplin Kerja

	· Menggunakan metode kombinasi
· Lokasi penelitian di STIKES Bhakti Husada Bengkulu
· Output, menunjukan pengawasan pimpinan berpengaruh positif dan signifikan terhadap disiplin dosen dengan nilai alpha 0,000. Hal ini dikarenakan pengawasan pimpinan terhadap kesiapan dosen atau staff sudah terlaksana dengan baik. Keberhasilan pendidikan ditentukan oleh disiplin kerja, sehingga pengawasan perlu ditingkatkan sebagai upaya peningkatan disipli kerja.


	3.
	Pengaruh Pengawasan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja terhadap Kinerja Pegawai pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Cirebon. Novita Ayu Ningsih, 2019

	· Variabel X, yaitu Pengawasan
· Metode penelitian yang digunakan yaitu metode kuantitatif
	· Variabel Y, yaitu Kinerja pegawai
· Teori pengawasan yang digunakan dari George Terry (dalam Bahrudin, 2014)
· Lokasi penelitian di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Cirebon

	4.
	Pengawasan Camat dalam Meningkatkan Disiplin Kerja Pegawai di Kantor Kecamatan Klangenan Kabupaten Cirebon. Anita Tri Larasati, 2018
	· Variabel X, yaitu Pengawasan
· Variabel Y, yaitu Disiplin Kerja Pegawai
· Teori Disiplin kerja yang digunakan dari Veitzal Rivai (2005)
· Teori Pengawasan yang digunakan dari Sondang P Siagian (2017)
	· Metode penelitian menggunakan metode Kualitatif
· Lokasi penelitian di Kantor Kecamatan Klangenan Kabupaten Cirebon

	5.
	Pengawasan Kepala Sekolah dalam Meningkatkan Disiplin Kerja PNS (Pegawai Negeri Sipil) melalui Penerapan Sistem Absensi Digital (K-MOB) di SMK Negeri 2 Kuningan. Fifi Fauziah, 2020 
	· Variabel X, yaitu Pengawasan
· Variabel Y, yaitu Disiplin Kerja


	· Metode penelitian menggunakan metode Kualitatif
· Teori Pengawasan yang digunakan dari Soelistriyo (2003)
· Teori Disiplin kerja yang digunakan dari Hasibuan (2007)



Berdasarkan tabel di atas, kelebihan penelitian yang penulis lakukan dibandingkan dengan penelitian terdahulu yaitu:
1. Penelitian penulis secara empiris berbeda locus atau lokasinya yaitu di Desa Panambangan Kecamatan Sedong Kabupaten Cirebon.
2. Penelitian terdahulu tentang pengawasan terhadap disiplin kerja sudah banyak dilakukan tetapi sepanjang pengetahuan penulis belum ada penelitian tentang pengawasan terhadap disiplin pegawai yang menggunakan metode kuantitatif dan teori yang serupa.
Berdasarkan uraian di atas, penelitian penulis berbeda dengan penelitian terdahulu yang sudah dilakukan oleh peneliti-peneliti lain sebelumnya. Dengan demikian, penelitian penulis ini memiliki orisinilitas yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademik dan yuridis.
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Konsep Administrasi Publik secara etimologi berasal dari Bahasa Latin Yunani yang terdiri dari atas dua kata yaitu “ad” dan “ministrate” yang berarti “to serve” yang dalam Bahasa Indonesia berarti melayani atau memenuhi. Administrasi dapat diartikan dalam arti sempit dan arti luas sebagaimana dikemukakan oleh Handayaningrat (2000:2) yaitu 
1. Administrasi dalam arti sempit berasal dari kata administratie (Bahasa Belanda) yang meliputi kegiatan catat-mencatat, surat-menyurat, pembukuan ringan, ketik-mengetik, agenda, dan sebagainya yang bersifat teknis ketatausahaan (clerical work). Dengan demikian, kegiatan-kegiatan tersebut adalah bagian kecil dari kegiatan dari administrasi. 
2. Administrasi dalam arti luas, berasal dari kata administration (Bahasa Inggris). Beberapa pengertian administrasi dalam arti luas yaitu 
a. Menurut Leonad D. White: Administrasi adalah suatu proses yang pada umumnya terdapat pada semua usaha kelompok, negara atau swasta, sipil atau militer, usaha yang besar atau kecil, dan sebagainya. 
b. Menurut Herbert A. Simon: Administrasi sebagai kegiatan dari kelompok yang mengadakan kerjasama untuk menyelesaikan tujuan bersama.
c. Menurut William H. Newman: Administrasi didefisiniskan sebagai bimbingan, kepemimpinan dan pengawasan usaha-usaha kelompok dari individu-individu terhadap tercapainya tujuan bersama. 
Pengertian administrasi dalam arti luas juga dikemukakan oleh Siagian (2014:2) yaitu keseluruhan proses kerjasama antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Dengan demikian, proses kerjasama itu bukan dilakukan secara asal-asalan tetapi didasarkan pada rasionalitas atau pemikiran tertentu. Hal ini berarti proses kerjasama (administrasi) itu harus direncanakan secara matang, diorganisasikan dengan baik, orang-orang yang bekerja sama harus digerakkan secara efektif, serta harus diawasi dengan baik. Hal ini kemudian melahirkan prinsip-prinsip administrasimanajemen yaitu perencanaan (planning),  pengorganisasian (organizing), penggerakan (actuating), dan pengawasan (controlling). 
Pengertian administrasi dalam arti luas sebagai proses kerjasama tersebut dipraktikkan dalam semua aspek kehidupan manusia, baik dalam skala kecil maupun dalam skala besar seperti negara. Dalam skala kecil, Herbert A. Simon (Silalahi, 19928) mencontohkan jika ada dua orang yang bekerjasama untuk menggulingkan atau memindahkan sebuah batu yang tidak dapat digulingkan oleh hanya satu orang diantara mereka, maka dalam kegiatan tersebut terdapat proses administrasi. Meskipun demikian menurut Silalahi (1992:9), tidak semua kegiatan kerjasama yang dilakukan oleh sekelompok orang tersebut dapat disebut sebagai administrasi karena yang dapat dikategorikan sebagai administrasi adalah kerjasama yang diorganisasikan atau kerjasama keorganisasian (organizational cooperation). 
Maksudi (2017:28) mengatakan bahwa administrasi dalam arti luas dapat dilihat dari tiga sudut pandang yaitu dari aspek proses, fungsi dan pranata (lembaga). Administrasi dari aspek proses meliputi pemikiran, perencanaan, pengaturan, penggerakan, pengorganisasian, dan pengawasan. Administrasi dari aspek fungsi meliputi perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan atau disebut juga fungsi-fungsi manajemen administrasi. Sedangkan administrasi dari aspek pranata lembaga meliputi tata cara atau prosedur resmi untuk mengatur hubungan kerja sama manusia dalam organisasi. 
Administrasi sebagai ilmu lahir pada abad ke-18. Beberapa tokoh yang sangat berperan dalam kelahiran ilmu administrasi (administration science) yaitu: 
1. Frederick Winslow Taylor (1856-1915), seorang insinyur dari suatu perusahaan industri di Amerika Serikat. Pemikiran Taylor dituangkan dalam buku “Principles of Scientific Management” (1911) yang berfokus pada Studi Waktu (Time Study) bagi setiap pekerjaan untuk mewujudkan efisiensi di sektor industri melalui penggunaan metode ilmiah dalam manajemen. Taylor kemudian dikenal sebagai “Bapak Manajemen Ilmiah”.
2. Henry Fayol (1841-1925), seorang ilmuwan dari Perancis. Fayol dikenal sebagai “Bapak Teori Manajemen”. Fayol mengatakan 5 fungsi utama administrasi/manajemen yang dikenal dengan akronim POCCC yaitu Planning (perencanaan), Organizing (pengorganisasian), Commanding (pemberian perintah), Coordinating (koordinasi), dan Controling (pengawasan). 
Fayol juga mengatakan 14 prinsip organisasi yaitu Division of work (pembagian kerja), Authority and responsibility (otoritas dan pertanggungjawaban), Discipline (disiplin), Unity of command (kesatuan perintah), Unity of direction (kesatuan arah), Subordination of individual interest to the general interest (mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi), Remuneration (remunerasi penggajian), Centralization (sentralisasi), Scalar chain (rantai wewenang), Order (tata tertib), Equity (keadilan), Stability of tenure personnel (stabilitas jabatan pegawai), Iniciative (inisiatif), dan Esprits de corps (jiwa korps). Pemikiran Fayol tersebut dituangkan dalam dalam buku berbahasa Perancis berjudul “Administration Industrielle et Generale”, tetapi kemudian diterjemahkan ke dalam Bahasa Inggris menjadi “General and Industrial Management”.
Berdasarkan pendapat di atas, pengertian administrasi publik itu sangat bervariasi dan tidak ada satu definisi pun yang menggambarkan secara tepat dan jelas apa itu administrasi publik atau administrasi negara itu. Oleh karena itu, menurut Nicholas Henry (Thoha, 2014:18), terdapat krisis definisi dalam administrasi publik. Itulah sebabnya ia menyarankan untuk memahami lebih jauh tentang administrasi publik.
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Pengawasan dapat didefinisikan proses pengamatan pelaksanaan dari seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Dari pengertia ini jelas terlihat adanya hubungan yang erat antara perencanaan dan pengawasan. 
Pengawasan dapat dibedakan menjadi administrative control dan manajerial control. Administrative control meliputi seluruh kegiatan pada unit organisasi pada semua tingkat. Maksudnya adalah agar keputusan yang dibuat sungguh-sungguh dijalankan sesuai kebijakan yang telah ditentukan. Jika hal ini tidak dilaksanakan kemungkinan akan timbul penyimpangan atau penyelewengan yang akan berakibat pada tidak tercapainya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Sedangkan manajerial control bersifat lebih sempit dan lebih khusu. Khusus dalam arti tidak berlaku bagi seluruh organisasi pada tingkat manajemen, akan tetapi hanya berlaku untuk suatu unit tertentu atau fase tertentu dari rangkaian keseluruhan. Meskipun ruang lingkup manajerial control terbatas dengan administrative control tetapi maknanya sama, yaitu mencegah timbulnya penyimpangan dan penyelewengan dari rencana yang telah ditetapkan.
George R. Terry dan Leslie W. Rue (2012:232) Pengawasan adalah suatu proses pemeriksaan untuk memastikan, bahwa apa yang sudah dikerjakan sudah terlaksana dengan baik.

Dr. Bahrudin, M.Ag (2014:17) Pengawasan sering disebut juga pengendalian yaitu mengadakan pemantauan dan koreksi sehingga bawahan dapat melakukan tugasnya dengan benar sesuai tujuan semula
Erl P. Strong (dalam Hasibuan, 2003:241) controlling is the process of regulating the various factors in an enterprise according to the requirement of its plans ( Pengawasan adalah proses pengaturan berbagai faktor dalam suatu perusahaan, agar pelaksanaan sesuai dengan ketetapan-ketetapan dalam rencana.

G.R. Terry (dalam Hasibuan, 2003:242) Controlling ca be defined ad the process of determining what is to be accomplised, that is the standard; what is being accomplished, that is the performance, evaluating the performance and if necessary applying corrective measue so that performance takes place according to plans, that is, in conformity with that standard (Pengawasan dapat didefinisikan sebagai proses penentuan, apa yang harus dicapai yaitu standar, apa yang sedang dilakukan yaitu pelaksanaan, menilai pelaksanaan dan apabila perlu melakukan perbaikan-perbaikan, sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana yaitu selaras dengan standar.

Siagian (2016:258) Pengawasan ialah keseluruhan upaya pengamatan pelaksanaan kegiatan oprasional guna menjamin bahwa berbagai kegiatan tersebut sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan, bahwa kegiatan pengawasan dimaksudkan untuk mencegah penyimpangan dalam melaksanakan kegiatan pekerjaan dalam melakukan tindakan perbaikan apabila penyimpangan itu terjadi. Dengan demikian pengawasan dimaksudkan agar tujuan yang dicapai sesuai dengan rencana yang telah ditetukan agar tidak terjadi sebuah penyimpangan. Bahwa pengawasan merupakan kegiatan yang didalamnya pemberian bimbingan dan petunjuk atau instruksi.
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Secara umum tujuan pengawasan adalah untuk menghindari kemungkinan terjadinya penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran (budgeting) ataupun proses (prosedur) dan kewenangan (authority).

Sedangkan secara khusus menurut Hasibuan (2003:242) tujuan pengawasan adalah:
a. Supaya proses pelaksanaan dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dari rencana
b. Melakukan tindakan perbaikan, jika terdapat penyimpangan-penyimpangan
c. Supaya tujuan yang dihasilkan sesuai dengan rencananya
Manullang (2006:173) Tujuan utama dari pengawasan ialah mengusahakan agar apa yang direncanakan menjadi kenyataan. Untuk dapat benar-benar merealisasikan tujuan tersebut, maka pengawasan pada taraf pertama bertujuan agar pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan intruksi yang telah dikeluarkan dan untuk mengetahui kelemahan serta kesulitan yang dihadapi dalam pelaksanaan rencana berdasarkan penemuan-penemuan tersebut dapat diambil tindakan untuk perbaikan, baik pada waktu itu maupun waktu yang akan datang.
Agar tujuan tercapai, maka lebih baik pengawasan dilakukan sebelum terjadi penyimpangan sehingga bersifat mencegah. Oleh karena itu pengawasan mutlak diperlukan dalam usaha pencapaian tujuan.
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Fungsi pengawasan adalah identifikasi berbagai faktor yang menghambat suatu kegiatan dan  juga pengambilan tindakan koreksi yang diperlukan agar tujuan organisasi dapat tercapai. Sebagai kesimpulan fungsi pengawasan diperlukan agar rencana dan koordinasi dapat berjalan sebagiaman mestinya. Fungsi pengawasan juga sebagai proses untuk mengoreksi kegiatan yang sedang berjalan agar tercapai sesuai rencana.


Fungsi dari pengawasan adalah sebagai berikut:
a. Mempertebal rasa tanggung jawab dari pegawai yang diberikan tugas dan wewenang dalam pelaksanaan pekerjaan.
b. Mendidik pegawai agar melaksanakan pekerjaan sesuai dengan prosedur.
c. Mencegah terjadinya kelalaian dan penyimpangan agar tidak terjadi kerugian.
d. Memperbaiki kesalahan dan penyimpangan agar tidak mengalami hambatan dan pemborosan.
Menurut Soewarno Handayaningrat (2002:143) mengemukakan tujuan pengawasan adalah:
“Pengawasan bertujuan agar hasil pelaksanaan pekerjaan diperoleh secara berdaya guna (efisien) dan berhasil guna (efektif), sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya”

Menurut Drs. H. Melayu Hasibuan (2001:242) Mengemukakan tujuan pengawasan ialah:
“1). Supaya proses pelaksanaan dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dari rencana. 2). Melakukan tindakan perbaikan (corrective), jika terdapat penyimpangan-penyimpangan (deviasi). 3). Supaya tujuan yang dihasilkan sesuai dengan rencananya.

Sedangkan menurut M. Manulang ( 2001:174) mengemukakan tujuan pengawasan ialah:
“ Mengusahakan agar apa yang direncakan menjadi kenyataan. Oleh karena itu, agar sistem pengawasan itu benar-benar efektif artinya dapat merealisasikan tujuan-tujuannya, maka suatu sistem pengawasan setidak-tidaknya harus dapat dengan segera melaporkan adanya penyimpangan-penyimpangan dari rencana”.

Dengan demikian pengawasan bukan hanya untuk mecari kesalahan-kesalahan tetapi berusaha untuk menghindari terjadinya penyimpangan-penyimpangan. Jadi, sampai dengan pengukuran hasil yang dicapai. 
Hasil pengawasan dapat memberikan manfaat bagi perbaikan dan peningkatan efektivitas proses manajemen organisasi. Dengan pengawasan akan diketahui keunggulan dan kelemahan dalam pelaksanaan manajemen, sejak dari awal selama proses sampai akhir.  
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Telah dijelaskan diatas bahwa pengawasan merupakan salah satu fungsi organik administrasi dan manajemen. Pengawasan dikatakan fungsi organik dan manajemen karena apabila fungsi ini tidak dilaksanakan, cepat atau lambat akan mengakibatkan matinya atau hancurnya suatu organisasi.
Oleh karena itu, agar fungsi pengawasan itu mendatangkan hasil yang diharapkan, pimpinan suatu organisasi harus mengetahui ciri-ciri suatu proses pengawasan dan yang lebih penting lagi, berusaha untuk memenuhi sebanyak mungkin ciri-ciri itu dalam pelaksanaannya. Ciri-ciri itu ialah sebagai berikut:
Menurut Sondang P.Siagian (2017:114) Ciri-ciri pengawasan ada 8 dan akan diuraikan yaitu sebagai berikut:
“1). Pengawasan harus bersifat fact finding dalam arti bahwa pelaksanaan fungsi pengawasan harus menemukan fakta-fakta tentang sebagaimana tugas-tugas dijalankan dalam organisasi. Terpaut dengan tugas tentunya ada faktor-faktor lain, seperti faktor biaya, tenaga kerja, sistem, dan prosedur kerja, struktur organisasi dan faktor-faktor psikologis seperti rasa dihormati, dihargai, kemajuan dalam karier, dan sebagianya. 2). Pengawasan harus bersifat preventif yang berarti bahwa proses pengawasan itu dijalankan untuk mencegah timbulnya penyimpangan-penyimpangan dan penyelewengan-penyelewengan dari rencana yang telah ditentukan. 3). Pengawasan diarahkan kepada masa sekarang yang berarti bahwa pengawasan hanya dapat ditujukan terhadap kegiatan-kegiatan yang kini sedang dilaksanakan. 4). Pengawasan hanyalah sekedar alat untuk meningkatkan efisiensi. Pengawasan tidak boleh dipandang sebagai tujuan. 5). Karena pengawasan hanya sekedar alat administrasi dan manajemen maka pelaksanaan pengawasan itu harus mempermudah tercapainya tujuan. 6). Proses pelaksanaan pengawasan harus efisien. Jangan sampai terjadi pengawasan melahan menghambat usaha peningkatan efisien. 7). Pengawasan tidak dimaksudkan untuk menentukan siapa yang salah jika ada ketidakberesan, akan tetapi untuk menemukan apa yang tidak betul. 8). Pengawasan harus bersifat membimbing agar para pelaksana meningkatkan kemampuannya untuk melakukan tugas yang ditentukan baginya”.
    
Dalam hal sifat pengawasan menurut penulis bahwa pengawasan yang baik harus bersifat kesepakatan, kesepakatan yang positif yang ditandai dengan adanya keterkaitan antara pengawasan dari pimpinan dengan pegawai yang didasari oleh 8 ciri-ciri diatas.
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Pengawasan dalam suatu organisasi dapat dilakukan dengan berbagai macam cara tergantung dari segi pengawasan itu dijalankan.
Dalam hal ini penulis mengutip pendapat dari M. Manulang (2001:176) dalam bukunya dasar-dasar manajemen, mengatakan jenis-jenis pengawasan yaitu:
a. Waktu pengawasan,
b. Objek pengawasan,
c. Subjek pengawasan, dan
d. Cara mengumpulkan fakta-fakta guna pengawasan.

a. Waktu Pengawasan
Berdasarkan bila pengawasan dilakukan, maka macam-macam pengawasan itu dibedakan atas: (a) pengawasan preventif dan (b) pengawasan refressif. Dengan pengawasan preventif dimaksudkan pengawasan yang dilakukan sebelum terjadinya penyelewengan, kesalahan atau deviation. Jadi, diadakan tindakan pencegahan agar jangan terjadi kesalahan-kesalahan di kemudian hari. Dengan pengawasan refressif, dimaksudkan pengawasan setelah rencana sudah dijalankan, dengan kata lain diukur hasil-hasil yang tercapai dengan alat ukur standar yang telah ditentukan terlebih dahulu.
b. Objek Pengawasan
Berdasarkan objek pengawasan, pengawasan dapat dibedakan menjadi dalam beberapa bidang sebagai berikut: (1) produksi, (2) keuangan, (3) waktu, (4) manusia dengan kegiatan-kegiatannya.
Dalam bidang produksi, maka pengawasan itu dapat ditujukan terhadap kuantitas hasil produksi ataupun terhadap kualitas ataupun terhadap likuiditas perusahaan. Pengawasan dibidang waktu bermaksud untuk menentukan, apakah dalam menghasilkan sesuatu hasil produksi sesuai dengan waktu yang direncanakan atau tidak. Akhirnya, pengawasan di bidang manusia dengan kegiatan-kegiatannya bertujuan untuk mengetahui apakah kegiatan-kegiatan dijalankan dengan instruksi, rencana tata kerja atau manuals.
Menurut Beishline, pengawasan berdasarkan objeknya dapat dibedakan atas (1) kontrol administratif dan (2) kontrol operatif. Kontrol operatif untuk bagian terbesar berurusan dengan tindakan, akan tetapi kontrol administratif berurusan dengan tindakan dan pikiran.
Menurut William R. Spriegel, administrative controls meliputi lima aktivitas, yaitu (1) production planning and control, (2) budgeting, (3) inspection and quality control, (4) standing order, dan (5) policies.
c. Subjek Pengawasan
Bilamana pengawasan itu dibedakan atas dasar penggolongan siapa yang mengadakan pengawasan, maka pengawasan itu dapat dibedakan atas (1) pengawasan intern dan (2) pengawasan ekstern. Dengan pengawasan intern dimaksud pengawasan yang dilakukan oleh atasan dari petugas bersangkutan. Oleh karena itu, pengawasan semacam ini disebut juga pengawasan vertikal atau formal. Disebutkan ia sebagai pengawasan formal karena yang melakukan pengawasan itu adalah orang-orang berwenang. Suatu pengawasan disebut pengawasan ekstern, bilamana orang-orang yang melakukan pengawasan itu adalah orang-orang diluar organisasi bersnagkutan. Pengawasan jenis terakhir ini lazim pula disebut pengawasan sosial (sosial control) atau pengawasan informal.
d. Cara Mengumpulkan Fakta-fakta Guna Pengawasan
Berdasarkan cara bagaimana mengumpulkan fakta-fakta guna pengawasan, maka pengawasan itu dapat digolongkan atas:
1) Personal obsevation (personal inspection),
2) Oral report (laporan lisan),
3) Written report (laporan tertulis), dan
4) Control by exception
Sedangkan menurut Mamduh M. Hanafi dalam Dr. Badrudin (2013:218) mengemukakan tiga tipe dasar pengendalian atau pengawasan yaitu:
a. Pengendalian Pendahuluan (feed fordward control atau streering control)
Pengendalian terdahulu didesain untuk mendeteksi penyimpangan dari standar tertentu. Pengendalian atau pengawasan ini merupakan pengendaian atau pengawasan yang cukup agresif dan memerlukan informasi akurat dan tepat waktu mengenai perubahan-perubahan dalam lingkungan atau kemajuan-kemajuan dalam mencapai tujuan tertentu. Perubahan-perubahan yang mungkin terjadi dan membuat realisasi rencana terhambat akan selalu diantisipasi.
b. Pengendalian concurrent (yes/no)
pengendalian concurrent (yes/no). Tipe pengendalian ini dilakukan selama kegiatan masih berlangsung.Tipe ini merupakan pengendalian ketika suatu kegiatan akan terus dilanjutkan atau tidak apabila ada persetujuan atau ada kondisi tertentu yang harus dipenuhi.Tipevpengendalian ini kurang populer dibandingkan dengan tipe pengendalian pendahuluan, tetapi tipe pengendalian ini dapat digunakan sebagai pelengkap, dan digunakan bersama-sama dengan pengendalian pendahuluan. Penggunaan bersama tersebut akan meningkatkan keamanan program atau kegiatan yang sedang dilakukan.
c. Pengendalian umpan balik (post-action control)
Pengendalian umpan balik (post-action control). Pengendalian ini mengevaluasi hasil-hasil yang telah terjadi setelah suatu kegiatan selesai. Penyebab-penyebab penyimpangan kemudian ditentukan, dan kemudian penyebab-penyebab tersebut dapat digunakan untuk perencanaan di masa mendatang untuk kegiatan yang serupa. Pengendalian umpan balik kadang-kadang diperlukan untuk tujuan lain, misalnya untuk tujuan penentuan bonus dan memotivasi karyawan. Sebagai contoh, bonus untuk salesman adalah 10% dari kelebihan penjualan atas kuota yang telah ditetapkan. Kalau ingin memperoleh uang tambahan, salesman tersebut akan berusaha meningkatkan penjualan sebanyak-banyaknya.
Dari beberapa teori konsep mengenai macam-macam pengawasan diatas, dapat disimpulkan bahwa pengawasan terdiri atas:
1. Pengawasan dari dalam organisasi.
2. Pengawasan dari luar organisasi.
3. Pengawasan yang dilakukan oleh instansi atau pejabat resmi.
4. Pengawasan atau penilaian yang dilakukan oleh masyarakat ataupun konsumen.
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Menurut M. Manulang (2001:178) cara-cara mengawasi antara lain sebagai berikut:
a. Peninjauan pribadi
b. Interviu atau lisan
c. Laporan tertulis
d. Laporan dan pengawasan kepada hal-hal yang bersifat istimewa.

a. Peninjauan Pribadi
Peninjauan pribadi (personal inspection, personal observation) adalah mengawasi dengan jalan meninjau secara pribadi sehingga dapat dilihat pelaksanaan pekerjaan. Cara pengawasan ini mengandung segi kelemahan,bila timbul syak wasangka dari bawahan. Cara seperti ini memberi kesan kepada bawahan bahwa mereka diamat-amati secara keras dan kuat sekali. Di pihak lain ada yang berpendapat bahwa cara inilah yang terbaik.Sebagai alasan karena dengan cara ini kontakblangsung antara atasan dengan bawahan dapat dipererat. Tambahan lagi dengan cara ini; kesukaran dalam praktik dapat dilihat langsung. Kenyataan sesungguhnya mudah didapat, tidak akan dikacaukan oleh pendapat bawahan yang mungkin terselip pada cara pengawasan dengan menerima laporan tertulis.
b. Pengawasan Melalui Laporan Lisan
Hampir mendekati cara pertama ialah pengawasan melalui oral report. Dengan cara ini, pengawasan dilakukan dengan mengumpulkan fakta-fakta melalui laporan lisan yang diberikan bawahan. Wawancara yang diberikan ditujukan kepada orang-orang atau segolongan orang tertentu yang dapat memberi gambaran dari hal-hal yang ingin diketahui, terutama tentang hasil sesungguhnya (actual result) yang dicapai oleh bawahannya. Dengan cara ini kedua pihak aktif, bawahan memberikan laporan lisan tentang hasil pekerjaannya dan atasan dapat menanyakannya lebih lanjut untuk memperoleh fakta-fakta yang diperlukannya. Pengawasan dengan cara ini dapat mempercepat hubungan pejabat karena adanya kontak wawancara antara mereka.
c. Pengawasan Melalui Laporan Tertulis
Laporan tertulis (written report) merupakan suatu pertanggung jawaban kepada atasan mengenai pekerjaan yang dilaksanakannya, sesuai dengan instruksi dan tugas-tugas yang diberikan atasannya kepadanya. Dengan laporan tertulis yang diberikan oleh bawahan, maka atasan dapat membaca apakah bawahan-bawahan tersebut melaksanakan tugas-tugas yang diberikan kepadanya dengan penggunaan hak-hak atau kekuasaan yang didelegasikan kepadanya. Kesukaran dari pemberian pertanggungjawaban seperti ini ialah bawahan tidak dapat menggambarkan semua kejadian dari aktivitas seluruhnya. Tetapi laporan dapat pula disusun sedemikian rupa sehingga dapat memberikan gambaran yang berlebih-lebihan. Dengan laporan tertulis, sulit pimpinan menentukan mana yang berupa kenyataan dan apa yang berupa pendapat. Keuntungan laporan tertulis ialah dapat diambil manfaatnya oleh banyak pihak, yakni oleh pimpinan guna pengawasan dan pihak lain, yaitu untuk penyusunan rencana berikutnya.
d. Pengawasan Melalui Laporan kepada Hal-hal yang Bersifat Khusus
Pengawasan yang berdasarkan kekecualian, atau control by exception adalah suatu sistem pengawasan di mana pengawasan itu ditujukan kepada soal-soal kekecualian. Jadi, pengawasan hanya dilakukan bila diterima laporan yang menunjukkan adanya peristiwaperistiwa yang istimewa.
Menurut Sondang P.Siagian (2017:115). Proses pengawasan pada dasarnya dilaksanakan oleh administrasi dan manajemen dengan mempergunakan dua macam teknik, yaitu:
1.Pengawasan Langsung atau direct control, dan
2.Pengawasan tidak langsung atau indirect control.

1. Pengawasan Langsung
Yang dimaksud dengan pengawasan langsung ialah apabila pimpinan organisasi melakukan sendiri pengawasan terhadap kegiatan yang sedang 
dijalankan oleh para bawahannya. 

Pengawasan langsung ini dapat berbentuk:
a. inspeksi langsung
b. on-the-spot observation, dan
c. on-the-spot report.

Yang sekaligus berarti pengambilan keputusan on the spot pula jika diperlukan.
Akan tetapi, karena banyak dan kompleksnya tugas-tugas seorang pimpinan terutama dalam organisasi yang besar, seorang pimpinan tidak mungkin dapat selalu menjalankan pengawasan langsung itu. Karena itu sering pula harus melakukan pengawasan yang bersifat tidak langsung.
2. Pengawasan tidak langsung
Yang dimaksud pengawasan tidak langsung ialah pengawasan dari jarak jauh. Pengawasan ini dilakukan melalui laporan yang disampaikan oleh para bawahan. Laporan itu dapat berbentuk:
a. tertulis, dan
b. lisan
Kalemahan dari pengawasan tidak langsung ialah bahwa seringnya para bawahan hanya melaporkan hal-hal yang positif saja. Dengan perkataan lain, para bawahan itu mempunyai kecenderungan hanya melaporkan yang diduganya akan menyenangkan pimpinan.
Meskipun demikian kiranya perlu ditekankan juga bahwa kecenderungan bawahan untuk hanya melaporkan hal-hal yang positif saja sering adalah akibat sifat pimpinan yang suka menghukum orang-orang yang melaporkan hal-hal yang sifatnya negatif dan merangsang orang-orang yang memberikan laporan baik.
Kesimpulannya pengawasan tidak akan berjalan dengan baik apabila hanya bergantung kepada laporan saja. Karena itu pengawasan tidak langsung saja tidak cukup. Bijaksana apabila pimpinan organisasi menggabungkan teknik pengawasan langsung dan tidak langsung dalam melakukan fungsi pengawasan. 
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1.1.2.1. [bookmark: _Toc135509306] Pengertian Disiplin
Disiplin kerja merupakan dua kata yang memiliki pengertian sendiri-sendiri. Oleh karena itu untuk mengupasnya secara mendalam perlu mencermati pemahaman kedua kata dimaksud. 
Handoko (2001) dalam Sinambela (2019:506) mengemukakan pengertian disiplin:
“ Kesediaan seseorang yang timbul dengan kesadaran sendiri untuk mengikuti peraturan-peraturan yang berlaku dalam organisasi ”.

Heidjrachman dan Husnan (2002) dalam Sinambela (2019:506) mengemukakan pengertian disiplin:
“ Setiap perseorangan dan juga kelompok yang menjamin adanya kepatuhan terhadap perintah dan berinisiatif untuk melakukan suatu tindakan yang diperlukan seandainya tidak ada perintah”.

Singodimedjo (2002) dalam Sutrisno (2009:86) mengemukakan pengertian disiplin:
“ Sikap kesediaan dan kerelaan seseorang untuk mematuhi dan menaati norma-norma peraturan yang berlaku di sekitarnya. Disiplin karyawan yang baik akan mempercepat tujuan perusahaan, sedangkan disiplin yang merosot akan menjadi penghalang dan memperlambat pencapaian tujuan perusahaan”

Memperhatikan 3 konsep di atas, dapat disimpulkan bahwa pada hakikatnya disiplin adalah kepatuhan pada aturan atau perintah yang telah di tetapkan oleh organisasi.
Sementara itu, “kerja” sebagai kata dasar umumnya melekat pada kata “pekerjaan”. Yang dimaksud dengan kerja dalam hal ini adalah suatu aktivitas yang dilakukan seseorang untuk memperoleh nilai positif dari aktivitas tersebut. Kerja diartikan sebagai proses penciptaan atau pembentukan nilai baru pada suatu unit sumber karya, pengubahan atau perubahan ini pada suatu unit alat pemenuhan kebutuhan yang ada Taliziduhu Ndraha (1999) dalam Sinambela (2019:507).
Selanjutnya Muchdarsyah Sinungan (2005) dalam Sinambela (2019:507) berpendapat bahwa:
“ Pada hakikatnya kerja adalah di samping untuk memenuhi kebutuhan hidup, juga mempunyai nilai terhadap lingkungan kerja/perusahaan dan masyarakat luas. Kata pekerjaan mempunyai berbagai tafsiran yang demi kejelasan dan ketepatan memerlukan definisi yang teliti. Tetapi untuk mendapatkan definisi yang tepat, ada istilah-istilah tambahan tertantu harus ditegaskan secara formal ”.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud disiplin kerja adalah kesadaran dan kesediaan pegawai menaati semua peraturan dalam organisasi dan norma-norma sosial yang berlaku. Dengan demikian, disiplin kerja merupakan suatu alat yang digunakan pimpinan untuk berkomunikasi dengan pegawai agar mereka bersedia untuk mengubah perilaku mereka mengikuti aturan main yang ditetapkan. Kedisiplinan harus ditegakkan dalam suatu organisasi. Tanpa dukungan disiplin kerja pegawai yang baik, sulit bagi organisasi tersebut untuk mewujudkan tujuannya. Jadi, kedisiplinan adalah kunci keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuannya. 
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Keteraturan adalah ciri utama organisasi dan disiplin adalah salah satu metode untuk memelihara keteraturan tersebut. Tujuan utama disiplin adalah untuk meningkatkan efisiensi semaksimal mungkin dengan cara mencegah pemborosan waktu dan energi. Selain itu, disiplin mencoba untuk mencegah kerusakan atau kehilangan harta benda,mesin, peralatan dan perlengkapan kerja yang disebabkan oleh ketidak hati-hatian, sendau gurau atau pencurian. Disiplin mencoba mengatasi kesalahan dan keteledoran yang disebabkan karena kurang perhatian,ketidak mampuan, dan keterlambatan. Disiplin usaha mencegah permulaan kerja yang lambat atau terlalu awalnya mengakhiri kerja yang disebabkan karena keterlambatan atau kemalasan. Disiplin juga berusaha untuk mengatasi perbedaan pendapat antarkaryawan dan mencegah ketidaktaatan yang disebabkan oleh salah pengertian dan salah penafsiran.
Singkatnya, disiplin dibutuhkan untuk tujuan organisasi yang lebih jauh, guna menjaga efisiensi dengan mencegah dan mengoreksi tindakan-tindakan individu dalam iktikad tidak baiknya terhadap kelompok. Lebih jauh lagi, disiplin berusaha untuk melindungi perilaku yang baik dengan menetapkan respons yang dikehendaki. (Tohardi, 2002) dalam Sutrisno (2009:88).
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Pada dasarnya banyak Indikator yang mempengaruhi tingkat Kedisiplinan Pegawai suatu organisasi diantaranya adalah:
Menurut Veitzal Rivai (2005) dalam Sinambela (2019:355)  menjelaskan bahwa disiplin kerja memiliki beberapa komponen:
1). Kehadiran. Hal ini menjadi indikator yang mendasar untuk mengukur kedisiplinan, dan biasanya pegawai yang memiliki disiplin kerja rendah terbiasa untuk terlambat dalam bekerja.
2). Ketaatan pada peraturan kerja. Pegawai yang taat pada peraturan kerja tidak akan melalaikan prosedur kerja dan akan selalu mengikuti pedoman kerja yang ditetapkan oleh perusahaan. 
3). Ketaatan pada standar kerja. Hal ini dapat dilihat melalui besarnya tanggung jawab pegawai terhadap tugas yang diamanahkan kepadanya.  
4). Tingkat kewaspadaan tinggi. Pegawai memiliki kewaspadaan tinggi akan selalu berhati-hati, penuh perhitungan dan ketelitian dalam bekerja, serta selalu menggunakan sesuatu secara efektif dan efisien.
5). Bekerja etis. Beberapa pegawai mungkin melakukan tindakan yang tidak sopan ke pelanggan atau terlibat dalam tindakan yang tidak pantas. Hal ini merupakan salah satu bentuk tindakan disipliner sehingga bekerja etis sebagai salah satu wujud dari disiplin kerja pegawai.
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Disiplin kerja terdiri atas sejumlah bentuk, antara lain:
1. Disiplin preventif
Disiplin preventif berkaitan dengan upaya yang dilakukan oleh perusahaan untuk menggerakkan pegawai agar mau dan mampu mematuhi pedoman kerja serta berbagai aturan maupun standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan perusahaan. Tujuan utamanya adalah agar mampu menggerakkan kepatuhan pegawai dan disiplin diri pegawai.
Disiplin preventif mencegah pegawai agar tidak melanggar berbagai macam aturan yang berlaku di perusahaan. Pemimpin perusahaan mempunyai tanggung jawab dalam membangun iklim organisasi dengan disiplin preventif. Begitu pula pegawai harus dan wajib mengetahui, memahami berbagai pedoman kerja serta peraturan yang ada di perusahaan. Disiplin preventif merupakan suatu sistem yang berhubungan dengan kebutuhan kerja untuk semua bagian sistem yang ada di perusahaan. Jika sistem perusahaan baik, disiplin kerja pegawai diharapkan baik.
2. Disiplin Korektif
Disiplin korektif berkaitan dengan upaya perusahaan untuk menggerakkan pegawai dalam menyatukan suatu peraturan sesuai dengan pedoman yang berlaku di perusahaan. Pada disiplin korektif, pegawai yang melanggar disiplin wajib mendapatkan sanksi sesuai dengan tingkat kesalahan atau ketidakdisiplinan pegawai, yang berpedoman pada berbagai aturan yang berlaku, baik perundang-undangan maupun peraturan perusahaan.

Tujuan pemberian sanksi adalah memberikan efek jera, memperbaiki kualitas kerja pegawai, serta memelihara berbagai peraturan yang berlaku di perusahaan.
Disiplin korektif perlu memastikan keterlibatan pegawai. Dengan demikian, disiplin korektif membutuhkan adanya tiga hal, yaitu: Pertama, prasangka tidak bersalah kepada pegawai sampai pegawai tersebut terbukti berperan dalam pelanggaran. Kedua, hak untuk didengar dalam beberapa kasus terwakilkan oleh pegawai lain. Ketiga, disiplin tersebut dipertimbangkan ketika pegawai terindikasi keterlibatan dalam pelanggaran.
3. Disiplin progresif
Disiplin progresif merupakan pemberian hukuman yang lebih berat terhadap pelanggaran yang berulang. Tujuannya adalah memberikan kesempatan bagi pegawai untuk mengambil tindakan korektif sebelum diberikan hukuman yang lebih serius. Pelaksanaan disiplin progresif akan memungkinkan manajemen untuk membantu pegawai memperbaiki kesalahan. Contoh sederhana adalah pemberian teguran secara lisan oleh pemimpin.
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Menurut Donni Juni Priansa (2019) Disiplin kerja dipengaruhi oleh sejumlah faktor, antara lain:
1. Kompensasi
Besar kecilnya kompensasi yang diberikan oleh perusahaan dapat memengaruhi tegaknya kedisiplinan pegawai. Pegawai akan berusaha taat serta mematuhi berbagai peraturan yang berlaku jika merasa mendapat kompensasi yang sesuai dengan kontribusinya terhadap organisasi.
2. Kompetensi
Tujuan dan kemampuan ikut memengaruhi tingkat kedisiplinan pegawai. Tujuan yang akan dicapai harus jelas dan ditetapkan secara ideal serta cukup menantang bagi kemampuan pegawai. Hal ini berarti bahwa tujuan (pekerjaan) yang dibebankan kepada seorang pegawai harus sesuai dengan kemampuannya agar ia bekerja sungguh-sungguh dan berdisiplin untuk mengerjakannya.
3. Kepemimpinan
Ada tidaknya keteladanan pemimpin perusahaan. Peranan keteladanan pemimpin sangat berpengaruh besar dalam perusahaan. Para bawahan akan selalu meniru yang dilakukan oleh pemimpinnya. Maka dari itu, pemimpin harus mempraktikkan sikap disiplin dalam perusahaan agar dapat diikuti dengan baik oleh para pegawai lainnya.


4. Peraturan
Ada tidaknya aturan pasti yang dapat dijadikan pegangan. Pembinaan disiplin tidakakandapat terlaksana dalam perusahaan apabila tidak ada aturan tertulis yang pasti untuk dapat dijadikan pegangan bersama.
5. Kebijakan
Keberanian pemimpin dalam mengambil tindakan, Dengan adanya tindakan pemimpin terhadap pelanggar disiplin, para pegawai akan terhindar dari sikap seenaknya sendiri dalam perusahaan.
6. Supervisi
Dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan perlu dilakukan supervisi yang memadai. Melalui supervisi tersebut, sedikit banyak para pegawai akan terbiasa melakukan disiplin kerja
7. Ketegasan
Ketegasan pemimpin dalam melakukan tindakan akan memengaruhi kedisiplinan pegawai. Pemimpin harus berani dan tegas bertindak untukmenghukum setiap pegawai yang indisipliner sesuai dengan sanksi hukuman yang telah ditetapkan. Dengan demikian, pemimpin tersebut akan dapat memelihara kedisiplinan pegawainya.


8. Perhatian terhadap pegawai
Ada tidaknya perhatian kepada para pegawai. Pemimpin yang berhasil memberikan perhatian yang besar kepada para pegawainya akan dapat menciptakan disiplin kerja yang baik.
9. Budaya organisasi
Budaya organisasi yang ada di perusahaan akan turut mendukung tegaknya disiplin. Kebiasaan-kebiasaan dalam budaya organisasi tersebut, antara lain berkaitan dengan sikap dan perilaku yang saling menghormati, memberikan pujian dan penghargaan, serta saling memberdayakan dan mendukung.
10. Hubungan manusiawi
Hubungan kemanusiaan yang harmonis di antara sesama pegawai ikut menciptakan kedisiplinan yang baik pada suatu perusahaan. Hubungan baik tersebut dapat bersifat vertikal maupun horizontal. Jadi, kedisiplinan akan tercipta apabila hubungan kemanusiaan dalam perusahaan baik.
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Organisasi apapun baik organisasi pemerintah maupun swasta tidak akan pernah terlepas dari proses manajemen, dimana pimpinan sebuah organisasi memegang peranan penting dan amat menentukan dalam usaha pencapain tujuan yang telah ditetapkan.
Berikut teori tentang pengawasan menurut Sondang P. Siagian (2021:115) :
1. Pengawasan Langsung
2. Pengawasan tidak langsung
Pengawasan berperan penting dalam usaha membangun suatu komunikasi yang baik antara pemimpin organisasi dengan anggota organisasi. Serta pengawasan juga dapat memicu terjadinya pengoreksian yang tepat dalam merumuskan masalah. Pengawasan lebih baik dilakukan secara langsung oleh pimpinan.
Tujuan dari pengawasan ini adalah untuk menghindari kemungkinan adanya penyelewengan baik yang bersifat anggaran maupun kewenangan.
Pengawasan yang dilakukan oleh Kepala Desa Panambangan belum optimal, karena kepala desa kurang tegas dalam memberikan sanksi kepada pegawai yang melakukan pelanggaran aturan.
Disiplin kerja menurut Helmi Barnawi (2012) menyatakan kedisiplinan sebagai suatu sikap dan perilaku yang berniat untuk mentaati segala peraturan organisasi yang didasarkan atas kesadaran diri untuk menyesuaikan dengan peraturan organisasi.
Menurut Veitzal Rivai (2005) menjelaskan komponen-komponen disiplin kerja yaitu:
a. Kehadiran
b. Ketaatan pada peraturan
c. Ketaatan pada standar kerja
d. Tingkat kewaspadaan tinggi
e. Bekerja etis
[bookmark: _GoBack]Dengan teori yang disebutkan diatas, diharapkan dapat menjadi solusi untuk memecahkan masalah agar terwujud pengawasan yang optimal.
Beberapa pegawai di Kantor Kuwu Desa Panambangan belum melaksanakan pekerjaan sesuai dengan standar/aturan yang sudah ditetapkan.
Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi efektif, karena hanya beberapa pegawai saja yang belum melaksanakan pekerjaan sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan.






Pengawasan di Kantor Kuwu 
Desa Panambangan belum optimal

INPUT



Pengaruh Pengawasan Kepala Desa terhadap Disiplin Kerja Pegawai di Kantor Kuwu Desa Panambangan Kecamatan Sedong Kabupaten Cirebon

PROCESS
Proses Pengawasan menurut Siagian (2021:115) :
1. Pengawasan Langsung
2. Pengawasan Tidak Langsung
.
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Komponen Disiplin Kerja menurut Rivai (2005) dalam Sinambela (2019:355):
1. Kehadiran
2. Ketaatan pada peraturan kerja
3. Ketaatan pada standar kerja
4. Tingkat kewaspadaan tinggi
5. Berkerja etis




Pegawai melaksanakan pekerjaan/tugas sesuai dengan aturan/standar yang ditetapkan
OUTPUT

Pegawai kurang melaksanakan pekerjaan sesuai dengan aturan/standar yang ditetapkan
OUTPUT




Pemberian sanksi bagi pegawai yang tidak/kurang melaksanakan tugasnya sesuai dengan aturan yang ditetapkan
UPAYA


Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi efektif
OUTCOME
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Kerangka Pemikiran
Pengawasan dan Disiplin Kerja Pegawai merupakan hal yang saling berkaitan terhadap kinerja pegawai, apabila pengawasan tidak dilaksanakan dengan optimal maka akan mempengaruhi disiplin kerja pegawai yang tidak sesuai dengan kebijakan yang berlaku. Namun sebaliknya jika pengawasan dilakukan dengan optimal maka disiplin kerja pegawai akan mencapai tujuan dari organisasi tersebut.
Berdasarkan uraian di atas, maka penulis membuat paradigma penelitian sebagai berikut:  
Disiplin Pegawai
Variabel (Y)
Pengawasan
Variabel (X)


1. Pengawasan Langsung
2. Pengawasan Tidak Langsung




Siagian (2021:115) 

1. Kehadiran
2. Ketaatan pada peraturan kerja
3. Ketaatan pada standar kerja
4. Tingkat kewaspadaan tinggi
5. Berkerja etis

Rivai (2005) dalam Sinambela (2019:355)
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Paradigma Kerangka Pemikiran
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Berdasarkan anggapan diatas, penulis merumuskan hipotesis :
Jika pengawasan yang dilakukan oleh kepala desa didasarkan pada tujuan pengawasan diatas, maka disiplin kerja pegawai meningkat.
Untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai konsep yang dimaksud dalam hipotesis ini, dapat penulis sebutkan bahwa ada pengaruh positif dan signifikan dari pengawasa terhadap disiplin kerja pegawai di Kantor Kuwu Desa Panambangan.
Dan hipotesis statistiknya yaitu :
H0	: “Tidak ada pengaruh positif dan signifikan dari pengawasan terhadap disiplin kerja pegawai di Kantor Kuwu Desa Panambangan”.
Ha	: “Ada pengaruh posotif dan signifikan dari pengawasan terhadap disiplin kerja pegawai di Kantor Kuwu Desa Panambangan”.

